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[bookmark: _Toc232115467]BAB III

[bookmark: _Toc232115468]METODE PENELITIAN

A. [bookmark: _Toc232115469]Lokasi Penelitian Dan Penelitian 
Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
B. [bookmark: _Toc232115470]Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan, khususnya yang diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyidikan perkara penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara.[footnoteRef:1] Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan.[footnoteRef:2] Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan.[footnoteRef:3] [1:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.]  [2:  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43.]  [3: Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi.  Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 91.] 

[bookmark: _Toc232115471]C.   	Sumber Data
 Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya penyidik atau pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai kronologi penanganan perkara, penerapan Pasal 466 KUHP terhadap pelaku, proses pembuktian, serta kendala yang dihadapi dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, data primer juga bersumber dari dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara, seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, serta dokumen lain yang relevan dengan penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut. Data tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana proses penanganan perkara dilakukan, bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap fakta yang terungkap, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini bersifat empiris dan berfungsi sebagai dasar analisis terhadap penanganan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 466 KUHP di Polres Batu Bara.  Sedangkan data sekunder pada penelitian ini bersumber dari yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa peraturan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
5. Laporan Polisi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara. 
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara. 
7. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara.
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini, seperti: Buku-buku, Jurnal ilmiah, Doktrin hukum 
c. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, serta sumber yang mengonfirmasi pemahaman umum mengenai tindak pidana penganiayaan, proses penyidikan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Sumber-sumber tersebut antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tertier tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, serta berbagai publikasi yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.
[bookmark: _Toc232115472]D.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.[footnoteRef:4] Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Polres Batubara, khususnya penyidik atau pihak yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan. [4: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenda Media Group, Surabaya, 2005, hal 138.] 

[bookmark: _Toc232115473]E.  	Teknik  Analisis Data
 	Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional [footnoteRef:5]   [5: Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.118] 
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